SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar.
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat
dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam
Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai,
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Tahun Anggaran 2021

(Lembaran Daerah

Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Menetapkan

dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan

Keuangan yang meliputi :

. Laporan Realisasi Anggaran;

Neraca;

. Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Laporan arus kas; dan

. Catatan atas laporan keuangan.
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Pasal 2

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih,;

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 2.266.625.881.854,64
b. Belanja Rp. 2.166.967.560.816,95
Surplus/Defisit Rp. 99.658.321.037,69
c. Pembiayaan
Penerimaan Rp. 197.035.973.844,49
Pengeluaran Rp. 5.217.131.050,00
Pembiayaan Netto Rp. 191.818.842.794,49
d. SILPA Rp. 291.477.163.832,18
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp.131.628.785.791,00) dengan rincian sebagai berikut :



a. Anggaran pendapatan setelah
perubahan Rp 2.134.997.096.064,00

b. Realisasi Rp 2.266.625.881.854,64
Selisih lebih/(kurang)  (Rp 131.628.785.791,00)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer
sejumlah Rp.159.848.378.041,00 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Anggaran belanja dan Transfer
setelah perubahan Rp 2.326.815.938.858,00
b. Realisasi Rp 2.166.967.560.816,95
Selisih lebih/(kurang) Rp. 159.848.378.041,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 291.477.163.832,18 dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisit setelah
perubahan (Rp 191.818.842.794,00)
b. Realisasi Rp 99.658.321.037,69
Selisih lebih /(kurang) Rp 291.477.163.832,18

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 197.035.973.844,00
b. Realisasi Rp 197.035.973.844.,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 5.217.131.050,00
b. Realisasi Rp 5.217.131.050,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 0.00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp 191.818.842.794,00
b. Realisasi Rp 191.818.842.794,00
Sclisih lebih/(kurang) Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021
sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 197.035.973.844,49

b. Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan Tahun
Berjalan Rp. 197.035.973.844.,49

Sub Total Rp. 0,00




c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp. 291.477.163.832,18
Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sub Total Rp 291.477.163.832,18
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
e Lain-lain Rp. 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 91.477.163.832,18
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢
per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 4.158.585.262.706,31

b. Jumlah Kewajiban Rp 14.761.230.652,00

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 4.143.824.032.054,31
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan - LO Rp 2.086.814.379.575,64

b. Jumlah Beban - LO Rp 1.982.142.839.651,21
Surplus/Defisit dari Operasi Rp 104.671.539.924 42

c. Pendapatan Luar Biasa Rp 0,00
Beban Luar Biasa Rp 4.927.812.400,00
Sl.erlus/DeﬁSIt dari Pos Luar (Rp 4.927.812.400,00)
Biasa

e. Surplus/Defisit - LO Rp 99.516.806.128,5°

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal di BUD dan
Bendahara Pengeluaran per 1

Januari 2021 Rp 197.035.973.844,49
b. Arus kas bersih dari aktivitas

operasi Rp 379.245.468.722,62
c. Arus kas bersih dari aktivitas

investasi (Rp 284.804.278.734,93)

d. Arus kas bersih dari aktivitas
pendanaan (Rp 0,00)



e. Arus kas bersih dari aktivitas

transitoris (Rp 0,00)
f. Kenaikan/Penurunan bersih

kas selama periode Rp 94.441.189.987,69
g. Saldo akhir kas di BUD dan

Bendahara Pengeluaran Rp 197.035.973.844,49
h.  Saldo akhir kas di BUD Rp 291.477.163.832,18
I Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00
J-  Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
k. Kas Lainnya (FKTP) Rp 7.816.824.214,00
I Kas Lainnya (RSU) Rp 519.902.064,00
m. Kas Lainnya (Dana BOS) Rp 535.053.901,00
Nn.  Saldo kas akhir Rp 291.477.163.832,18

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp 4.048.669.809.449,09
b. Surplus/Defisit - LO Rp 99.516.806.128,58
c. Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan /Kesalahan Mendasar (Rp 4.362.583.523,36)
Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya (Rp 4.362.583.523,30)
d. Ekuitas Akhir Rp 4.143.824.032.054,31
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos
laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari:

a. Lampiran I . Laporan realisasi anggaran terdiri atas;
Lampiran .1 . Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi,
Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang  diklasifikasi

menurut kelompok dan jenis pendapatan,
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Lampiran 1.3

Lampiran [.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran [X

Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

belanja dan pembiayaan;

Rincian APBD menurut urusan pemerintah
an daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan dan sub kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;
Laporan arus kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tak tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah;

Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar sub  kegiatan vyang  belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan  kembali dalam  tahun
anggaran berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri
atas:

Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan
laba/rugi) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.



Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di
Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 1 September 2022

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI

Ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT
Ttd

AMRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (8-104/2022)
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

UMUM

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur
mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai
dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas Akuntansi
(SKPD) menyusun laporan keuangan yang meliputi :

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Laporan Operasional,

c. Laporan Perubahan Ekuitas;

d. Neraca; dan

e. Catatan atas laporan keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan
(PPKD) menyusun laporan keuangan konsolidasi atau penggabungan
laporan keuangan dari entitas akuntansi (SKPD) yang meliputi :

Laporan realisasi anggaran;

Laporan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Arus Kas; dan

Catatan atas laporan keuangan.

®o0 A0 o

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala Daerah
kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil
pemeriksaan.

Setelah laporan keuangan pemerintah daerah disesuaikan dengan hasil
pemeriksaan BPK, kepala daerah menyampaian rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPIT
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan realisasi
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anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan
keuangan serta dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD akan dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapatkan
persetujuan bersama.

Sebelum  Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus dievaluasi
oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Kepala
Daerah bersama-sama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas
hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh
Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.
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